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bagian dari kebudayaan kehidupan nelayan. Beberapa nelayan akan kehilangan 

mata pencaharian dikarenakan perubahan pola pengoperasian alat penangkapan 

ikan. Biaya operasional akan meningkat karena nelayan harus berlayar  lebih jauh 

lagi untuk menebarkan jaring.  

Banyak kerugian yang diperhitungkan oleh nelayan. Maka dari itu pelarangan alat 

penangkapan ikan harus diiringi dengan solusi, yaitu berupa ganti kerugian. 

Nelayan telah menentukan nilai nominalnya hingga di atas Rp.60.000.000,-. 

Sementara itu pemerintah belum mampu memberikan ganti rugi dengan nominal 

yang di inginkan oleh para nelayan. 

 Unsur sosial dan fenomena sosial sebagaimana diuraikan adalah hasil temuan 

penelitian yang menggambarkan kondisi sosiologi hukum penggunaan alat 

penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan oleh nelayan di Pangandaran 

hubungannya dengan konservasi lingkungan laut. Karakteristik nelayan di desa 

Pangandaran, Alat Penangkapan Ikan yang tidak ramah lingkungan, pranata 

sosial, kearifan lokal, konservasi lingkungan laut dan kenyataan berfungsi 

tidaknya hukum, dipotret sebagai fakta empiris yang merupakan gejala sosial, 

nelayan melakukan penyimpangan sosial berupa pelanggaran norma penangkapan 

ikan menggunakan alat penangkapan ikan yang dilarang oleh norma hukum, dan  

faktor-faktor yang menyebabkan nelayan masih menggunakan alat penangkapan 

ikan yang tidak ramah lingkungan. 
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Maka kesimpulan dari penulisan tesis kajian sosiologi hukum 

penggunaan alat penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan 

hubungannya dengan konservasi lingkungan laut adalah sebagai berikut: 

1. Berdasarkan kajian sosiologi hukum penggunaan alat penangkapan ikan 

yang tidak ramah lingkungan oleh nelayan di Pangandaran hubungannya 

dengan konservasi lingkungan laut, di desa pangandaran terdapat praktek 

penangkapan ikan menggunakan alat penangkapan ikan yang tidak ramah 

lingkungan. Responden nelayan pengguna alat penangkapan ikan yang 

tidak ramah tersebut berjumlah 149 orang dengan menggunakan alat 

penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan yaitu jogol, arad dan 

bagang. Dengan demikian konservasi lingkungan laut guna perikanan 

yang lebih lestari belum mampu disadari dan dipatuhi oleh nelayan 

pengguna alat penangkapan ikan jogol, arad dan bagang.  

2. Faktor yang menyebabkan nelayan masih menggunakan alat 

penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan antara lain. 1) 

Penggunaan alat penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan lebih 

efisien; 2) Penggunaan alat penangkapan ikan memiliki nilai 

kepariwisataan; 3) Penggunaan alat penangkapan ikan membuka 

lapangan pekerjaan dan memuat nilai gotong royong; 4) Larangan 

penggunaan alat penangkapan ikan menimbulkan gejolak sosial; 5) 

Alasan politis; 6) Penggunaan Alat Penngkapan ikan memiliki nilai 

budaya; 7) Watak Nelayan; 8) Lemahnya Pengetahuan Aparat Penegak 

Hukum dalam Bidang Hukum Perikanan dan Kelautan 9) Nelayan 

Menginginkan Uang Ganti Rugi Sebagai Solusi. 

 

 



125 
 

8. Saran 

1. Nelayan harus memahami bahwa pemanfaatan sumber daya perikanan 

wajib dilakukan dengan cara yang bijaksana. Regulasi pemerintah harus 

dipatuhi supaya terjaga ketersediaan sumber daya perikanan di masa kini 

dan di masa yang akan datang. 

2. Pemerintah dalam membentuk perundang-undangan mengenai perikanan 

dan kelautan harus mempertimbangkan aspek sosial budaya dan ekonomi 

masyarakat nelayan, karena memiliki karakteristik yang khas. 

3. Pelarangan penggunaan alat penangkapan ikan yang tidak ramah 

lingkungan harus dibarengi dengan solusi nyata bagi para nelayan yaitu 

bantuan pengalihan alat penangkapan ikan. 
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